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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Pengantar 
 Program pendampingan merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan visi 
dan misi kebijan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(P3MD) yang berpedoman pada Undang-Undang Npmor 6 Tahun 2014 tentang 
desa dan di perijitkan kembali pada Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 
tentang program pendamping desa. Oleh karena itu, maksud dan tujuan dari bab 
ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan atau kendala dari implementasi 
program pendampingan yang dijalankan saat ini melalui Peraturan Menteri 
Nomor 3 Tahun 2015.  
 Oleh sebab itu, butuh sebuah konsep yang sesuai dengan pembahasan 
yang telah di dipaparkan serta temuan dilapangan. Selain itu, dengan konsep-
konsep yang telah digunakan sebagi sebuah acuan dalam menganalisis sebuah 
permasalahan dan membantu menemukan sebuah jawaban atas rumusan masalah 
tersebut.Dengan demikian konsep meruakan sebuah unsur penting dalam 
melakukan penelitian. Adapun teori dan konsep yang akandigunakan sebagai 
penunjang dalam penelitan ini antara lain adalah Otonomi daerah, Implementasi, 
Efektifitas, Pendampingan Dan Pengelolaan Dana Desa. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 
Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu 
No Nama Peneliti Judul Taun Teori Hasil 
1. Nirwana Ahmad24 Pengelolaan Keuangan 
Desa Berdasarkan UU 
NO. 6 Tahun 2014 
(StudiKasus Pada Desa 
di Kecamatan Baranti 
Kabupaten Sidenreng 
Rapang) 
2016 Agensi Teory 
Good Governance 
Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
khususya di tiga (3) Desa Kecamatan 
Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, 
maka dapat disimpulkan bahwa, Desa 
Passeno, Desa Tonronge, dan Desa 
Tonrong Rijang telah siap dalam 
Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Dengan berlakunya UU tentang Desa, ada 
beberapa hal yang dianggap lebih 
mempermudah dalam pelaksanaan 
pemerintahan desa dikarenakan aturan yang 
lebih terperinci.Tetapi ada juga hal yang 
dianggap mempersulit dalam pelaksanaan 
pemerintahan desa, keterbatasan waktu 
dalam persiapan administrasi dianggap 
sebagai faktor utama yang menghambat 
                                                             
24Nirwana Ahmad,2016, Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng 
Rapang), Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, diakses pada 12 Oktober 2018, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4988/ 
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kesiapan perangkat desa dalam Pengelolaan 
Keuangan Desa dikarenakan UU Desa serta 
peraturan pedukung lainnya terlambat 
sampai ke pemerintah desa, sumber daya 
manusia (SDM) yang kurang mendukung. 
2. Lutfhi Nur Fahri25 Pengaruh Pelaksanaan 
Kebijakan Dana Desa 
terhadap Manajemen 
Keuangan Desa dalam 
Meningkatkan 
Efektivitas Program 
Pembangunan. 
2017 Implementasi 
Kebijakan 
Pelaksanaan kebijakan Dana Desa masih 
belum dilaksanakan secara maksimal dan 
menyeluruh oleh Pemerintah Kabupaten 
Garut. Selain itu standar harga bagi 
pengadaan barang dan jasa untuk 
Pemerintah Desa belum ditetapkan khusus 
oleh Peraturan Bupati Garut, sehingga 
Desa-Desa di Kabupaten.Hal itu dapat 
terlihat dari belum lengkapnya peraturan 
teknis lebih lanjut yang diatur oleh regulasi 
setingkat Peraturan Bupati 
Garut.Manajemen keuangan Desa masih 
belum dilaksanakan secara optimal. Hal itu 
dapat terlihat dari keterlambatan pelaporan 
realisasi penggunaan Dana Desa dan 
dokumen perencanaan pembangunan Desa 
kepada Bupati melalui Camat. Dijelaskan 
                                                             
25Nirwana Ahmad, 2017, Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program 
Pembangunan, Tesis, Universitas Garut, diakses pada 12 Oktober 2018, file:///C:/Users/user/Downloads/109-137 
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bahwa dari 41 Kecamatan di Kabupaten 
Garut yang menerima Dana Desa, sekitar 
19 Kecamatan atau 46,34%-nya terlambat 
menyampaikan pelaporan realisasi Dana 
Desa tahun sebelumnya dan penyerahan 
dokumen perencanaan yang terdiri dari 
RPJMDesa dan RKPDesa 
3.  Rizky Winda 
Nurahma26 
Kebijakan Pemerintah 
Desa Dalam 
Pengelolaan Dana Desa 
Pasca Undang-Undang 
Nomor.6 Tahun2014 
Tentang Desa Untuk 
Menciptakan Good 
Governmen” (Studi 
Pada Kasus Desa 
Bogem Kecamatan 
Jepra Kabupaten 
Belora) 
2017 Desentralisasi 
Good Dovernance 
kebijakan pemerintah desa dalam 
pengelolaan dana desa pasca Undang-
Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang desa 
untuk menciptakan Good Government 
dilakukan dengan beberapa tahapan yakni 
tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan 
Pengawasan. Dapat dikatakan memiliki tata 
pemerintahan yang baik.  
4. Nunuk Rianti27 Analisis Pengelolaan 2016 Otonomi Daerah Pengelolaan Dana Desa yang laksanakan  
                                                             
26Rizky Winda Nurrahma,2017, Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pasca Undang-Undang Nomor.6 Tahun2014 Tentang Desa Untuk 
Menciptakan Good Governmen (Studi Pada Kasus Desa Bogem Kecamatan Jepra Kabupaten Belora) dakses pada 12 Oktober 2018 https://eprints.uins.ac.id/32807/ 
 
 24 
 
Dana Desa ( Studi 
Kasus i Desa 
Singopuran Kecamatan 
Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2016) 
di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo sudah melakukan 
pengelolaan secara transparan, dalam tahap 
perencanaannya dimusyawarahkan antara 
Kepala desa, Bendahara dan Ketua BPD, 
dilihat dari pertanggungjawaban hasil fisik 
yang berupapembangunan, dan 
pelaksanaannya.  
5.  Miftahuddin28 Akuntabilitas dan 
Transparansi 
Pemerintah Desa 
Dalam Pengelolaan 
Dana Desa (Studi 
Kasus Desa 
Panggungharjo 
Kecamatan Sewon 
Kabupaten 
Bantul) 
2018 Otonomi Desa 
Good Governance 
Pengelolaan keuangan Dana Desa yang 
diterapkan oleh pemerintah desa 
Panggungharjo sudah sesuai dengan 
perundang-undangan maupun 
ketentuanketentuan yang berlaku. 
Disamping itu proses pengelolaan 
keuangan Dana 
Desa melibatkan masyarakat mulai dari 
tahapan perencanaan sampai dengan 
pengawasan. Dalam hal pelaporan Dana 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
27NunukRianti, 2016, AnalisisPengelolaan Dana Desa, (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Diakses Pada 26 November 2018, http://eprints.ums.ac.id/47972/ 
28Miftahuddin, 2018, Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon 
KabupatenBantul), Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIAYOGYAKARTA, Diakses Pada 26 N0vember 
2018,https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/7967 
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 Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa 
Panggungharjo melalui lembaga PSID 
sangat baik. Pelaporan dilakukan 
dengan menggunakan media informasi 
digital, informasi-informasi yang 
disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT 
dan Ketua Dusun, selain itu jugapapan 
informasi yang ditempatkan di Kantor 
Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa 
yang dilakukan sangat baik,tetapi 
pemahaman masyarakat mengenai 
kebijakan Dana Desa masih rendah.  
6.  Endry Ardianto29 Analisi Pengelolaan 
Dana Desa ( Studi 
Kasus Kampung Ono 
Harjo dan Kampung 
Nambah Dadi 
Kecamatan Terbanggi 
Besar Kabupaten 
Lampung. 
2016 Otonomi Desa 
Manajemen 
Pengelolaan keuangan desadalam 
pengelolaan dana kampung di Kampung 
Ono Harjo dan KampungNambah Dadi 
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten 
Lampung Tengah,yang diukur melalui 
fungsi manaejemen menurut G.R. Terry 
fungsimanajemen yaitu Planning, 
Organizing, Actuating dan Controlling 
dapat 
                                                             
29Endry Ardianto, 2016,  Analisi Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten 
Lampung, Skripsi, UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG , Diakses Pada 26 November 2018.http://digilib.unila.ac.id/24087/20 
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dikatakan kedua pemerintahan kampung 
sudah baik dalam pengelolaan dana 
kampung 2015. Mengenai prinsip-prinsip 
manajemen keuangan publikmenurut 
Waluyo yaitu transparansi, akuntabilitas 
dan money of value.Indikator akuntabilitas 
dan money of value yang sudah dapat 
dikatakan baik.Poin transparansi di 
Kampung Ono Harjo masih rendah, 
sedangkan diKampung Nambah Dadi lebih 
baik. 
7.  M. Indra Maulana30 Peran Dana Desa 
Dalam Memberdayakan 
Masyarakat Ditinjau 
Dari Perspektif 
Ekonomi Islam. (Studi 
Kasus Di Desa Sinar 
Palembang Kec. 
Candipuro, Kab. 
Lampung Selatan) 
2018 Peran 
Pemberdayaan  
Pemberdayaan masyarakat dalam 
perspektif ekonomi islam.Pemberdayaan 
yang dilakukan pemerintah desa bersama 
masyarakatmerupakan wujud keinginan 
masyarakat Desa Sinar Palembang untuk 
lebih maju dan berkembang. Partisipasi 
masyarakat meningkat denganadanya 
program dana desa dalam pembangunan 
dan pemberdayaanmasyarakat yang 
                                                             
30M. Indra Maulana, 2018, Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus 
Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan), Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 
LAMPUNG, Diakses Pada 26 November 2018.http://repository.radenintan.ac.id/3231 
 27 
 
bertujuan menciptakan kemaslahatan 
umat,kemandirian dan kepribadian yang 
bertaggungjawab. Sesuai dengan 
kandungan isi dari surah Ar-Ra’d ayat 11 
yang menyebutkan bahwaTuhan tidak akan 
merubah Keadaan mereka, selama mereka 
tidakmerubah sebab-sebab kemunduran 
mereka. Dalam pemberdayaan 
masyarakat di desa Sinar Palembang telah 
mencerminkan nilai-nilaidasar dari 
ekonomi islam. 
8.  Chandra Kusuma 
Prabawa31 
Tinjauan Yuridis 
Pegelolaan Dana Desa 
di Desa Triharjo 
Kecamatan Seleman  
Kabupaten Seleman. 
2016 Desentralisasi Secara regulatif penyaluran Dana Desa dari 
Pemerintah Daerah Slemanke Pemerintah 
Desa Triharjo telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku,dari tingkat 
Undang-Undang yaitu Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa. 
Peranpemerintah desa triharjo dalam 
pengelolaan Dana Desa telah 
sesuaimerujuk kepada ketentuan yang telah 
di atur di dalam peraturanperaturan yang 
berlaku, Dana Desa yang di prioritaskan 
                                                             
31Chandra Kuuma Prabawa , Tinjauan Yuridis Pegelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Seleman  Kabupaten Seleman, kripsi, UNIVERSITAS SEBELAS 
MARETSURAKARTA,Diakses Pada 26 November 2018, https://eprints.uns.ac.id/32157/1/ 
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gunapembangunan infrastruktur desa di 
jalankan atas dasar arahan yang diberikan 
Menteri Desa Pembanguann Desa 
Tertinggal dan Transmigrasi. 
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2.3. Otonomi daerah 
Otonomi daerah adalah kewenagan daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakar berdasarkan perkarsa sendiri dan kepentingan 
masyarakatnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.Penerapan otonomi merupakan sebagai konsekuensi dari wujud peraktek 
sitem desentralisasi yang dijalankan di Indonesia saat ini, memberikan ruang bagi 
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnyamasing-masing.konsep 
otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan 
kewenagan menggurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang 
menjadi urusan Pemerintah yanag ditetapkan dalam Undang-Undang.40Ukuran 
keberhasilan otonomi daerah adalah dengan terwujudnya kehidupan yang lebih baik, 
lebih adil dalam memperoleh penghasilan atau pendapatan serta terlindung dari rasa 
aman dari segala gangguan dan lingkingan hidup yang lebih nyaman. Selain itu, 
aspek yang paling penting dari otonomi daerah adalah memberdayakan masyarakat 
sehingga mereka secara langsung bisa ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan memberikan pelayanan kepada publik.41 
 Menurut Sarundajang (1999: 34-35) menyebutkan pemeberian otonomi 
kepada daerah memiliki empat tujuan, yakitu: 
1. Dari segi politik 
Mengikut sertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik 
untuk kepentingan daerah sendiri ataupun untuk mendukung politik 
                                                             
40Marbun, B.N, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses san Realita. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 
4 
41. Ibid, Hlm. 219 
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dengan kebijakan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses 
demokrasi di lapisan bawah. 
2. Dari segi pengelolaan pemerintahan 
Menigkatkan daya guna dan hasil guna penyelengaraan pemerintahan, 
terutama dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan 
memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat. 
3. Dari segi kemasyarakatan 
Menigkatkan partisipasi dan menumbuhkan kemandirian masyarakat 
dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat. Sehingga 
masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak tergantung pada 
pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses 
penumbuhnnya, serta 
4. Dari segi ekonomi pembangunan 
Melancarkan pelaksanaan program pembanggunan guna tercapainya 
kesejahteraan masyarakat. 
 Pemberian otonomi kepada daerah tidak hanya akan menjadi “tantanagan” 
tapi juga “kesempatan” bagai daerah berprakarsa, melanjutkan konsolidasi secara 
dini, bertahap, dan berkelanjutan guna mengembangkan pemerintahan daerah yang 
mampu mandiri dan terpercaya. Untuk itu daerah perlu dilakukan untuk menghadapi 
perkembangan di masa depan.42 
 Berangkat dari wewenag yang dimiliki oleh daerah berdasarkan otonomi yang 
dimiliki, ternyata tidak hanya sebatas dimiliki oleh daerah. Dimana desa yang 
                                                             
42Op, Cit, Hlm. 21-22 
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merupkan tatanan pemmerintah yang paling terendah mempunyai otonomi tersendiri 
dalam menjalankan pemerintahan dalam mengelola sumber daya alam maupun 
sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Hal tersebut sesuai yang 
tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat 1 
yang berbunyi: 
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”43 
Adapun kewenagan yang dimiliki oleh desa berdasarkan pada Undang-undang 
tersebut, yang di jelaskan pada bab 4 pasal18 yang berbunyi: 
“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”. 
Dengan kewenagan yang dimiliki desa saat ini, desa diberikan kebebasan 
untuk berkereasi dan berinovasi dalam melakukan pembangunan yang mengacu pada 
segala potetensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri, baik dari segi sumber daya 
manusia (SDM) maupunpotensi sumber daya alamnya.Semu itu dilakukan guna 
untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mengutamakan pembangunan 
                                                             
43Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1 
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yang partisipasipatif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
setempat, serta berlandaskan peraturan perundang-undanagn yang berlaku yang telah 
ditetapkan. 
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya pemberian otonomi 
oleh pemerintah pusat tidak hanya dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai daerah 
otonom.Namun,desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, memiliki 
otonomi tersendiri dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh 
desa itu sendiri berdasarkan kewenagan dan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selain itu, sistem demokrasi yang dijalankan pada 
pemerintahan saat ini salah satu menjadi faktor utama yang membrikan kebebasan 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di desa. 
Diamna masyarakat diberikan kebebasan untuk memberikan usulan atau masukan 
dalam proses kebijakan yang menjadi kebutuhan masyarakat berasarkan sumberdaya 
yang dimilik melalui Musrembangdes. Dengan demikian masyarakat bisa ikut andil 
untuk bertangung jawab atas kebijakan yan telah ditetapkan dan bisa ikut andil dalam 
mencari solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 
2.4. Implementasi Kebijakan 
 Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses 
menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam peraktiknya 
implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak 
jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Selain itu, 
implementasi kebijakan bisa diartikan sebagai menjalankan konten kebikan kedalam 
konten atau isi kebijkan itu sendiri. Menurut Mazmanian &Sabatier (1983:61) 
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mendifinisikan implementasi kebijakan sebagai Pelaksanaan keputusan dalam bentuk 
undang-undang, tetapi pula dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif  yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, 
keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebuttkan 
secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur 
proses implementasinya.44 
 Sementara itu, implementasi merupakan tahapan yang krusial dalam proses 
kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar 
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahapan implementasi kebijakan 
tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang 
dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan 
terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiyayai 
implementasi kebijakan tersebut.45 
 Dengan demikian, keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dapat diukur 
atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan dari hasil ahir (output)46. Sementara itu, 
Dalam implementasi kebijakan terkadang tidak bisa berjalan dengan sesuai yang 
diharapkan, karena menjalanakan implementasi sebuah kebijakan tekadang terdapat 
berbagai hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanakan dalam 
mengimplementasian sebuah kebijakan. Menurut Gow dan Morss (dalam pasolong, 
                                                             
44Agustino, Leo, 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta. Hlm.126 
45https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/ 
diakses pada tgl. 22 Agustus 2018. Pkl. 20.52 
46Ibid., hlm.129 
 34 
 
(2007:59) mengungkapkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan adalah 
antara lain sebagai berikut : 
1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan 
2. Kelemahan institusi 
3. Ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dibidang teknis dan 
administrative 
4. Kekurangan dalam bantuan teknis 
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi 
6. Pengaturan waktu (timing) 
7. System informasi kurang mendukung 
8. Perbedaan agenda tujuan dan actor 
9. Dukungan yang tidak berksinambungan47 
 Dengan demikian, yang perlu kita pahami bersama dalam menjalankan 
implementasi kebijakan terkadang tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak sesuai 
dengan yang diinginkan. Karena adanya beberapa faktor yang perlu diperhatikan 
faktor internal maupun eksternal yang akanmempengaruhi dalam seiring berjalnnya 
implemenasi kebijakan tersebut. Namun, hal tersebut bukan menjadi sebuh alasan 
yang mana nantinya menjadi sebuah pembenar gagalnya sebuah implementasi 
kebijakan tersebut, karena dalam menjalankakn sebuah implementasi kebijakan 
terlebih dahulu harus mengunakan analisa yang tajam, dengan menganalisa 
kemungkinan terbesar yang kan terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan 
                                                             
47http://www.materibelajar.id/2016/03/implementasi-kebijakan-publik-definisi.html dikses pada tgl. 22 
Agustus pkl. 21.13 
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dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Begitunya dengan 
mengimplementasikan program pendampingan pengelolaan dana desa, para 
pendamping harus bisa bisa menganalisis dari berbagai sudut pandang, baik dari segi 
dana, kondisi lingkunagn maupun sumber daya manusianya (SDM) yang dimiliki. 
Hal tersebut dilakukan guna memper kecil kemugkian terjadi kegagalan dalam 
menjalankan sebuah kebijakan.  
 Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu 
kebijakan tertentu telah dilakukan dengan sesuai recana, namun mengigat kondisi 
eksternal yang tidak menguntungkan semisal dalam pelaksanaannya tiba-tiba terjadi 
bencana alam dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan tidak bisa menghasilkan 
hasil ahir yang tidak dikehendaki. Biasanya, kebijakan yang memiliki resio untuk 
gagal itu disebabkan oleh faktor berikut: pelaksanaanya yang jelek (bed exeducation), 
kebijkannya sendiri yang jelek (bab plicy), maupun kebijakan tersebut bernasib jelek 
(bad luck).48 
2.4.1 Implementasi Kebijakan PendampingDana Desa 
 Dimensi paling inti dari implementasi kebijakan  adalah proses pelaksanaan 
implementasi kebiajakn bisa mencapai tujuan sesuai yang di inginkan. Sama halnya 
dalam proses implementasi kebijakan pendampingan dana desa saat ini sebagai salah 
satu yang menjadi program unggulan pemerintah dalam melakukan proses percepatan 
pembangunan di perdesaan. Disini implementasi kebijakan pendampingan dilihat dari 
proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagaian ke 
bagian yang lain secara sinambung, saling menentukan dan saling membentuk dalam 
                                                             
48Wahab, Abdul, Solihin. 2012. Analisi Kebijakan, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm. 129 
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mencapai sebuah tujuan. Artinya implementasi yang dijalankan sebagai kebijakan 
perlu adanya penopang atau sinergisitas antara pendamping dan pemerintah desa 
maupun masyarakat. 
 Implementasi  kebijakan merupakan suatu hal yang paling berat, karena disini 
sering dijumpai masalah-masalah yang tidak dalam sebuah konsep yang muncul saat 
dilapangan. Selain itu, ancaman yang sering kadang muncul tidak konsitensinya 
implementasi, berikut ini akan dijelaskan beberapa konsep model implentasi 
kebijakan: 
1. Implementasi Kebiajkan Model Donald van Meter & carl van Horn 
Menurut Implementasi Kebiajkan Model Donald van Meter &carl van 
Horn, ada enam fariabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan 
pubik. 
1. Ukuran dan tujuan kebijkan  
Kinerja ukuran kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya 
jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang 
realistis dengan sosio-kultur yang mengada ditingkat pelaksanaan 
kebijkan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuankebijakan terlalu 
ideal (bahkan terlalu yutopis) intuk diaksanakan di tingkat warga., 
maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang 
dikatakan berhasil. 
2. Tergantung Sumber daya 
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung 
memanfaatkan sember daya yang tersedia. Manusia merupakn 
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sumberdaya yang sangat terpenting dalam menentyan suatu 
keberhasilan proses implementasi. Tetapidiluar sumber daya 
manusia, sumber-sumber daya yang lain yang perlu diperhitungkan 
juga adalah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-
tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kopeten dan kapabel 
telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak 
tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasiakn apa yang 
hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian juga dengan 
sumber daya waktu, saat sumber daya manusia giat bekerja dan 
kucuran dana jalan dengan baik, maka hal ini pun dapat menjadi 
penyebab ketidak berhasilan suatu kebijakan. 
3. Karateristik agen pelaksana 
Pusat perhatian pada agen pelaksanaan meliputi organisasi formal 
dan organisasi informal yang akan terlibat mengimplementasikan 
kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja 
implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi 
oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 
pelaksanaannya. Selain itu, cakupan dan luas wilayah 
implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak 
menentukan agen pelaksana.Semakinluas cakupan implementasi 
kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula gen yang 
dilibatkan. 
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4. Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana 
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan 
sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja 
impelementasi kebijakn publik. Hal ini sangat memungkinkan 
terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil 
warga setempat yang menggenal betul persoalan dan permasalahan 
yang mereka rasakan. Tetapi jika kebijakan yang akan 
impelementator laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (top 
down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak 
pernah mengetahui (bahkan tidak mamppu menyentuh) kebutuhan, 
keinginan, atau permasalan yang warga ingin selesaikan. 
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 
Koordinasi merupan mekanisme sekaligus syarat umum dalam 
menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik 
koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat 
dalam suatu peroses impelementasi, maka asumsinya kesalahan-
kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu juga sebaliknya. 
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 
Hal ini terahir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja 
impelementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh van 
Metter & van horn adalah sejauhmana lingkungn eksternal turut 
mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah 
ditetapkan.Lingkungan yang dimaksud terrmasuk lingkungan 
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sosial, ekonomi, dan politik.Serta lingkungan yang ttidak kondusif 
dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja impelemntasi 
kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimpelementasikan 
kebijakan harus pula memperhatikan kekondisifan kondisi 
lingkunagn eksternal.49 
 Impelementasi yang sempurna menuntut adanya saling kesinambunagan 
antara satu dengan yang lainya, baik dari pemerintah selaku pemangku kebijkan, 
masyarakat maupun suwasta. Oleh kaerna itu, dari ketiganya harus berjalan saling 
bersinergi dalam melakukan sebuah kebijakan dan saling menopang satu sama lain. 
Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar perencanaan yang telah dikonsep bisa 
mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan.   
2.4.2 Evaluasi kebijakan 
 Evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atu yang 
sudah diimplementasikan. Menurut Lester & stewart (2000: 126) evaluasi kebijakan 
merupakan usaha yang dilakukan untuk menilai konsekuenasi kebijakan yang 
ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu 
kebijakan berdasar pada kriteria dan setandar  yang dibaut. Namun pada dasarnya 
ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan ada tiga hal yang perlu 
diperhatikan: 
1. Bahwa informasi kebijakn dilakukan untuk memberi informasi yang valid 
untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai 
hasil dari penggunaan instrumen tersebut. 
                                                             
49Op, Cit hln. 133-136 
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2. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepantasan tujuan atau target 
dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan 
mefokuskan diri pada subtansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar 
asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk 
menyelesaikan masalah-masalah publik, maka evaluasi harus menilai 
apakah tujuan yang telah ditetapkan kebijakn tersebut benar-benar mampu 
menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang sering terjadi dalam 
peraktiknya ialah tujuan telah tercapai tetapi masalah tidak terselesaikan. 
3. Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada 
kebijakan lain terutama pada segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan 
diupakan untuk menghasikan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang 
dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil-hasil dari evaluasi 
tersebut dijadikan bahan belajar bagi para pelaku kebijakan yang lain. 
Karena itu, oleh banyak scholar, fungsi kebijakan ini lebih bersifat 
produktif. Karena tidak menekankan pada keritik terhadap kekurangan 
yang ada, tetapi lebih menjurus pada perumusan pembelajaran agar 
kelemahan/kekurangan tidak terulang pada waktu dan tempat nyang akan 
datang.50 
Merujuk pada urian diatas, adapun tujuan dari evaluasi diantaranya sebgai 
berikut: 
1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan. 
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran. 
                                                             
50Op, Cit. 163-164 
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3. Mengetahui dan menganalisis kosekuensi-kosukuensi lain yang mungkin 
terjadi diluar rencana (externalities).51 
Melalui penjelasan konsep diatas maka bisa dikaitakan denagan penelitian ini 
dalam konteks untuk mengetahui tinggkat keberhasilan dan kegagalan terhadap 
program pendampingan desa dam pemgelolaan dana desa yang sedang berjalan saat 
ini. Dengan demikian evaluasi juga bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam 
mengidentifikasi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi pada perencanaan dan 
pelaksanaan program yang telah disusun untuk dijalankan.  
2.5. Efektifitas Pendampingan Dalam Pengelolaan Dana Desa. 
 Mengukur efektifitas bukanlah suatu hal yang mudah, karena efektifitas bisa 
dilihat atau dinilai dari berbagai sudut pandang masing-masing yang menilai. Karena 
setiap masing-masing oarang mempunai sudut pandang serta pola pikir serta 
penilaian yang diambil. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang paling pokok yang 
dijalankan dalam sebuah oraganisasi, baik itu program maupun kegiatan yang 
dijalankan dalam organisasi tersebut. Sehingga program ataupun kegiatan organisasi 
tersebut bisa dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Selain fektifitas diartikan sebagai sebuah tingkat keberhasilan dalam 
mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep 
yang lebih luas mencakup berbagai factor didalam maupun diluar diri seorang. 
Dengan demikian efektivitas tiadak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi 
juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.MenurutPrasetyo Budi 
                                                             
51Suharto,, Edi, 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refika Editama, Bandung, 
Hlm. 119. 
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Saksono adalah seberapa besar tingkat kelekatan output (keluaran) yang dicapai 
dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan 
atau seseorang.Menurut Permata Wesha (1992:148)adalah keadaan atau kemampuan 
berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang 
diharapkan untuk melihat efektivitas kerja yang pada umumnya dipakai empat 
macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, 
pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial.  Menurut Hidayat adalah suatu 
ukuran perusahaan yang menyatakan seberapa target yakni kuantitas, kualitas, dan 
waktu telah tercapai secara jauh, dimana makin besar persentase target yang dicapai 
maka akan makin tinggi efektifitasnya.52 
Dari beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa efektifitas merupkan 
sebuah ukuran, dimana ukuran tersebut digunakan untuk melihat sejauhmana sebuah 
pencapaian dari target yang telah dirumuskan atau yang telah disepakati terlebih 
dahulu.Sehingga dari pencapaian tersebut menjadi sebuah referensi untuk menilai 
sejauhmana efektifitas kinerja dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuan, 
sekaligus sebagai bahan evaluasi jalannya organisasi. Semakin besar persentase target 
yang telah di capai maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya. 
a. Ukuran Efektfitas 
Pengukuran efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini mengunkan 
pandangan Duncan yang dikutip Richard M. Steers, melalui tiga indikator 
yaitu: 
                                                             
52http://www.spengetahuan.com/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-rumus-aspek-
contoh.html diakses pada tgl. 1 juli 2018 pkl. 133.53 
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 1). Pencapaian Tujuan 
Pencapaian merupakan sebuah kessseluruhan upaya pencapaian tujuan 
harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar tujuan ahir 
semakin terjamin, diperlukan diperlukan pemantapan baik daam arti 
pemantapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pemantapan dalam arti 
periodisasinya. Pencapaitujuan tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu: a). 
Ukuran waktu pencapaian yang di tentukan, b). sasaran yang merupakan 
target kongkrit, dan c). dasar hukum. 
 
 2). Integrasi 
Integrasi merupakan sebuah pengukuran terhadap tingkat kemampuan 
suatu organisasi unntuk mmengadakan sosialisasi, pengembangan konsesnsus 
dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. 
 3). Adaptasi 
Adaptasi merupakan sebuah kemampuan organisasi untuk untuk 
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di 
lingkungannya. Adapun beberapa faktor dalam adaptasi yaitu: 1). Penigkatan 
kemampuan, 2). Sarana dan prasarana.53 
 Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dapat diartikan pengukuran 
merupakan sebuah penilian dalam arti tercapainya sarana yang telah ditentukan 
sebelumnyadengan mengunakan sasaran yang telah tersedia.Jadi, efektifitas 
                                                             
53Benjamin S. (1979). Taxanomi of Education Objectives, the Classification of Education 
Goals.Bloom, 
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merupakan sebuah fungsi dari menajemen, dimana didalam efektifitas di butuhkan 
atatu dipelukan prosedur, strategi serta kebijaksanaan, program dan pedoman.Hal 
tersebut digunakan agar tercapainya tujuan yang telah ditentukan demi untuk 
kepentingan bersama. 
2.5. Pendampingan Desa 
 Pendampingan merupakan suatu kegiatan yang dinamis yang dilakukan oleh 
seseorang untuk melakukan tindakan atau gerak perubahan terhadap yang 
didampinggi agar tercipta suatu keadaan yang di inginkan. Tindakan tersebut 
dilakukan atau dijalankan sesuai atas kewenagan, kekuasaan, serta fasilitas yang 
dimiliki berdasarkan tanggung jawab serta kedudukan yang dimilikinya dalam 
menjalankan peran serta fungsinya sebagai pendamping. 
 Berangkat dari penjelasan tersebut, kaitannya dengan pendampingan desa 
yang dijalankan saat ini, pendamping desa memppunyai kedudukan yang sangat 
setrategis dalam menjalankan tugasnya untuk membantu desa dalam menjalankan 
pembangunan.Kedudukan tersebut akibat adanya pelimpahan wewenag 
(dekonsentrasi) dari kemitraan untuk para pendamping   dalam menjalankan 
tugasnya.Oleh karena itu, dalam konteks pendampingan saat ini mengharuskan para 
pendamping desa untuk menjalankan tugasnya atau kewajibannya sebagai 
pendamping yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor. 3 Tahun 2015 dalam Pasal 12 Ayat 1 
yang menjelaskan tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan 
dan pemberdayaan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. 
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 Perencanaan, pada tahapan ini pendamping desa mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam memberikan kontribusi untuk mengarahkan perencanaan yang 
disusun agar sesuai dengan skala perioritas serta menjadi sebuah kebutuhan 
masyarakat itu sendiri.Pelaksanaan, pada tahapan ini pendamping desa dituntut untuk 
bisa menfasiitasi kegiatan yang telah di rencanakan atau yang telah disusun untuk 
dijalankan yang bersumber dari dana desa meliputi pembangunan infrastuktur atau 
sarana prasarana desa serta memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki dan 
lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan dalam aspek pembangunan yang 
ditekankan pada pemberdayaan masyarakat, pendampingan yang diberikan lebih 
ditekankan pada aspek menfasilitasi pembinaan masyarakat terutama untuk 
penaggulangan kemiskinan dan penigkatan akses atas sumber daya ekonomi, sosial, 
budaya, kesehatan, dan pendidikan yang ada di desa.Pemantauan, pada tahapan ini 
pendamping desa diharukan untuk mengontrol jalanya proses pelaksanan pengelolaan 
dana desa yang telah direncanakan sebelumnya agar proses pelaksanan tersebut 
sejalan dengan apa yang kebutuhan masyarakat desa. 
 Dalam menjalankan tugasnya, pendamping desa terbagai sesuai dengan 
tangung jawab di wilayahnya masing-masing. Pendamping Desa Pemberdayaan 
(PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), dan Pendamping Lokal Desa 
(PLD). Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) bertugas membantu administrasi 
kecamatan dari proses perencanaan hingga pemantauan Dana Desa dalam 
pembangunan non-fisik desa yang diarahkan untuk mengembangkan potensi 
masyarakat, ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan atau pariwisata yang ada di 
desa melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dn pemberdayaan masyarakat. Pendamping 
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Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) bertugas membantu administrasi kecamatan dari 
proses perencanaan hingga pemantauan Dana Desa pembangunan fisik/infrastuktur 
desa seperti pembangunan jalan, jembatan, drainase, penerangan jalan dan lain 
sebagainya.  
 Sedangkan Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas membantu dalam hal 
administrasi desa dari proses perencanaan hingga proses pemantuan Dana Desa baik 
dalam pembangunan fisik maupun non-fisik sesuai dengan arahan dari Pendamping 
Desa Kecamatan (PDP dan PDTI) dan memberikan laporan secara berkala kepada 
desa.54Demikian merupakan sebuah gambaran dari Standar Oprasional Prosedur 
(SOP) yang harus dijalankan oleh satuan kerja pendamping desa. Selanjutnya, dari 
penjelasan tersebut akan digunakan peneliti sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja 
pendamping desa dalam menjalankan tupoksinya dalam proses pengelolaan dana desa 
yang terdapat di Desa Junrejo. 
2.7.Pengelolaan Dana Desa  
Menurut Drs. Winarno Hamiseno pengelolaan adalah berasal dari kata kelola. 
Sedangkan kelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, 
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan 
penilaian.55Bertolak dari hal tersebut Sedarmayanti mengatakan bahwa pengelolaan 
di dlam aspek pemerintahan tersebut dengan kata kelola yang merupakan serangkaian 
tindakan yang bertujuan untuk mengatur, mengelola sesuatu yang bertujuan agar 
                                                             
54Suharsimi Ari Kunto, Pengelolaan Sebagai Sebuah Pendekatan Efaluatif, ( Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Prasada, 1996), hal.8. 
55Suharsimi Ari Kunto, Pengelolaan Sebagai Sebuah PendekatanEvaluatif, (Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 1966), hal. 8. 
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dapat berjalan selaras denagn arah dan ketentuan yang berlaku agar dapat 
menghasilkan outputyang sesuai. Dalam konsep tatakelola pemerintahan seluruh 
aspek pemerintahan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun sumber daya alam yag 
dimiliki membutuhkan pengelolaan atau tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance).56 
 Sama dengan halnya Dana Desa membutuhkan serangkaian proses 
pengelolaan yang yang dilalaui dengan bebdrapa tahapan diantaranya perencanaan, 
pelaksaan dan pemantauan. Sehingga dengan melalui proses tersebut bisa mencapai 
tujuan sesuai dengan apa yang di inginkan atau lahirnya Dana Desa tersebut. Adapun 
serangkain proses pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan sebagi berikut: 
2.7.1. Perencanaan 
Perencanaan merupakan sebuah proyeksi terhadap sebuah kegitan yang kita 
ingin lakukan kedepaannya.Proyeksi tersebut harus melalui pertimbangan atau 
analisis yang benar-benar matang sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar menjadi 
skala priorotas yang benar-benar menjadi sebuah kebutuhan yang harus 
dilakukan.Oleh sebab itu, pengagaran Dana Desa harus melalui tahapan perencanaan 
terlebih dahulu.Supaya anggran tersebut sebisa mungkin bisa terserap dengan baik 
serta terarah sesuai dengan kebutuhan.Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan 
pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi Pembangunan 
Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup 
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 
                                                             
56Sedarmayanti, 2003, good governance: Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah 
Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Rektrukturisasi dan Pemberdayaan. 
Bandung. Hlm 16 
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pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 
Adapun dalam tahapan dalam melakukan perencanaan desa harus melalui 
melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan Pembangunan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Teransmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang 
penetapan perioritas pembangunan dana desa tahun 2015 pasal  
Selain itu, dalam serangkain perncanaan dalam pembangunan harus melalui 
mekanisme yang telah diatur dalamUndang-Undnag yang menjadi acuan dalam 
melakukan perencanaan pembangunan.Tujuannyauntuuk mengakomodir usulan 
atupun masukan dari masyarakat Desa melalui perwakilan masing-masing, yang 
mana nantinya bisa menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam 
melakukan perencanaan pembangunan.Haltersebut dilaukan pada forum Musyawarah 
Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Denagan adanya forum tersebut, 
masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan proses perencanaan 
pembanggunan yang akan mengunakan anggaran Dana Desa.  
Dari proses perencanaan tersebut, yang mana nantinya akan digunakan 
peneliti untuk mengabstrasikan permasalahan dan temuan dilapangan khususnya 
dalam proses perencanaan yang dilakukan di Desa Junrejo. Selain itu akan digunkan 
sebagai acuan dalam mengukur sejauhmanan efektifitas program pendampingan 
dalam pengelolaan dana desa di desa tersebut. Dengan demikian kita bisa melihat 
kinerja pendamping desa dalam melakukan peran dan fungsinya dalam melakukan 
pendampingan terhadap desa dalam melakukan pengelolaan dana desa yang sesuai 
dengan tujuan dari penelitian ini.  
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2.4.1. Tahap Pelaksanaan 
Pelaksanaan merukan usaha yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah 
keputusan yang telah dirumuskan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang 
diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelakanaannya dan 
kappan waktunya dimulainya.57 Mengacu pada penjelasan konsep tersebut maka 
dapat kita pahami bersama bahwasannya didalam sebuah pelaksanaan harus singkron 
dengan perencanaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Dalam pelaksanaan dana desa harus digunakan atau dialokasikan dengan 
memeprtimbangkan kebutuhan yang menjadi skala prioritas dan demi kesejahteraan 
masyarakat desa. Hal tersebut seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Teransmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 dalam 
pasal 3 menjelaskan bahwa Dana Desa dipeoritaskan untuk membiyayai belanja 
pembnagunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari penjelasan tersebut, 
bahwasannya pengelolaan dana desa merukan sebuah indikator yang utama dalam 
melakukan pengelolaan dana desa. Kaerna sebuah anggaran apabila bisa dikelola 
dengan baik maka akan menghasilkan sebuah perubahan yang siknifikan yang akan 
dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Adapun penjelasan pada konsep 
pembanagunan dan pemberdayaan masyarakat akan di jelaskan secara rinci sebagai 
berikut: 
 
 
                                                             
57Raharjo Adisasmita, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Hraha Ilmu Yogyakarta, 
hlm:35 
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a. Pembangunan Desa 
Pembanguna desa merupan sebuah upaya yang dilakukan untuk 
menigkatkan kualitas hidup yang sebesar-besarnya guna menigkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa.Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan pada 
Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 5 tahun 2015 yang dijelaskan pada pasal 5 bahwa pembangunan dana 
desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dengan 
menigkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 
penaggulangan kemiskinan, melalui: 
a. Pemenuhan kebutuhan dasar, 
b. Pembangunan sarana dan perasarana desa; 
c. Pembangunan potensi ekonomi lokal; dan 
d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan.58 
Bedasarkan konsep yag telah dipaparkan diatas, maka dapat digunakan 
sebagai bahan analisis dalam mengkaji permasalahan pengelolaan dana desa 
pada desa terkait. Selain itu, sekaligus untuk menganalisis kinerja dari 
pendamping desa dalam melaksanakan tagung jawabnya sebagi pendamping 
desa. 
 
 
                                                             
58Peraturan Menteri Desa, Pembagunan daerah Transmigrasi, dan Transportasi Nomo. 5 Tahun 2015 
pasal 1 ayat 5 
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1. Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat denagan menigkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta pemanfaatan sumberdaya melalui pemantapan kebijakan, 
perogram, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan perioritas kebutuhan masyarakat desa.59 Sejalan apa yang 
teah dijelaskan pada konsep tersebut, yang menjadi sasaran 
pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat Desa Junrejo. Adapun 
sebagai aktor yangmenjalankan dalam melakukan pemberdayakan 
masyarakat adalah Perangkat Desa Junrejo serta Pendamping Desa 
Junrejo. 
 Selain itu, pembangunan yang mengunakan alokasi Dana Desa yang 
bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terkhusus dalam 
melakukan penaggulangn kemiskinan dan penigkatan akses atas sumber daya 
ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap 
tahunnya yang diantaranya mencangkup: 
1. Penigkatan kualitas proses perencanaan desa 
2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh 
BUM Desa maupun oleh klompok usaha masyarakat desa lainnya 
3. Pengorganisasian melalui penigkatan kapasitas kader 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
                                                             
59Ibit, Pasal 1 Ayat 6 
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4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal 
untuuk memberi bantuan hukum pada warga masyarakat Desa. 
5. Penyelengaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan 
sehat. 
6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan 
hutan desa dan hutan masyarakat. 
7. Penigkatan kapasiatas kelompok masyarakat.60 
2.4.2. Tahap Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi 
Monitoring dan Evaluasi (monev) merupakan salah satu serangkaian kegitan 
yang sangat penting dilakukan dalam proses pengembanggan dan pemberdayaan 
masyarakat, karena dengan adanya monev, maka akan diketahui sejauh mana 
efektifitas dan efisiensi program sosial yang diberikan.61 Namun ada beberapa 
perbedaan pandanagan bahwa Monitoring dan Efaluasi merupakan sebuah rangkaian 
kegiataan yang berbeda. Adapun perbedaan dari dari kedua tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Monitoring 
Menurut Marjuki (1996) didalam Suharto pemantauan dapat sama 
artikan dengan Monitoring. Pengertian dari monitoribg adalah sebgaian 
aktifitas pemantauan secara terus menerus terhadap peroses perencanaan 
                                                             
60Op, Cit, Pasal 11. 
61Ibid, Hal. 117 
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dan pelaksanaan kegiatan.62 Adapun tujuan dari adanay pemantauan 
(monitoring) adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui untuk bagaimana masukan (input) sumber-
sumber dalam rencana yang digunakan. 
2. Bagaiaman kegiatan-kegiatan dalam implementasi 
dijalanakn. 
3. Bagaimana rentang waktu implementasi dapat terpenuhi 
secara tepat atau tidak. 
4. Bagaiaman setiap aspek dalam perencanaan dan 
implementasi bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 
Mengacu pada penjelasan diatas, maka dapat dikatan dalam 
proses berjalanya pengelolaan dana desa perlu dipantau dalam 
keberlangsungannya. Dalam artian, pemantauan dilakukan agar 
tahapan dalam proses pengelolaan dana desa sesuai serta terarah 
dengan tujuan pembangunan yang diinginkan saat ini.  
1. Evaluasi 
Menurut Suharto (2014) Efaluasi adalah pengidentifikasian 
keberhasilan dan/atau kegagalan suatu kegiatan atau program yang 
didasarkan pada hasil pemantauan atau monitoring.Terdapa dua tipe di 
dalam evaluasi diantaranya: evaluasi terus menerus dan evaluasi ahir. 
Tipe evaluasi pertama dilakukan pada interval priode waktu tertentu, 
                                                             
62Suharto, Edi, 2006, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refika Aditama, Bandung, 
hlm.18. 
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per triwulan atau persemester selama proses implementasi. Sedangkan 
pada tahapan evaluasi yang kedua dilakukan setelah implementasi 
program atau kegiatan. Adapun tujuan dari evaluasi diantaranya sebgai 
berikut: 
1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan. 
2. Mengukur damapak langsung yang terjadi pada klompok 
sasaran. 
3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi 
lain yang mungkin terjadi diluar rencana.63 
Sejalan dengan yang dijelaskan diatas, maka dapat dikaitkan dengan 
penelitian ini dalam konteks untuk mengetahui tingkat efektifitas 
program pendampingan desa sebagai bentuk implementasi program 
pendampingan yang dijalankan oleh para pendamping desa. Selain itu, 
melalui evaluasi juga, dapat di gunakan sebagai tolak ukur dalam 
melakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi pada tahapan 
perencanaan dan pelaksanaan program yang telah buat untuk 
dijalankan dalam bentuk kegiatan. 
 
 
                                                             
63Ibid, hlm: 119 
